
  

ABSTRAK PERATURAN 
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PERMENKEU RI NOMOR 8/PMK.07/2020 TANGGAL 27 JANUARI 2020 (BN TAHUN 2020 NO.46) 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI 
UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 

ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan 
Tahun Anggaran 2020; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916); UU No. 20 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 198, TLN No. 6410); Perpres RI No. 28 Tahun 
2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 217 /PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 
(BN Tahun 2019 No. 1745); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      
DAU tambahan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi DAU Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa 
dan Perangkat Desa, dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK. DAU Tambahan 
tidak menjadi bagian dalam penghitungan belanja wajib Pemerintah Daerah 
provinsi/kabupaten/kota dan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DAU, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Diatur pula ketentuan mengenai DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, DAU 
Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, DAU 
Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK,  

    

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Januari 2019. 

  - Lampiran halaman 25-36. 

 


